ABSTRAK
Permasalahan utama dari Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar (Studi Kasus di Kecamatan Langensari) adalah masih belum  adanya fasilitas pendukung kawasan agropolitan (pasar argo,  terminal agro, dan pusat informasi agro) sebagaimana tercantum dalam visi Kota Banjar sebagai Banjar Agropolitan, selain itu masih menyimpan permasalahan-permasalahan, antara lain masih adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian beririgasi ke lahan terbangun dan  masalah sanitasi penduduk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan alasan secara epistemologis pendekatan kualitatif ini cocok dan relevan dengan karakteristik masalah spesifik yang diteliti (ontology), yaitu pengungkapan makna secara mendalam atas realitas fenomena sosial, dalam hal ini Implementasi Kebijakan Penataan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar diharapkan akan mampu mengungkap dan memberikan informasi yang akurat sehingga sangat membantu proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh. 
Melalui proses ini juga diharapkan muncul proposisi hipotetik baru melalui interpretasi interaksi antara atribut dan propretise yang selanjutnya digunakan untuk membangun kategori dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti dan melalui desain ini dapat diperoleh gambaran fenomena, fakta, sifat serta hubungan fenomena tentang implementasi kebijakan penataan ruang, sehingga diperoleh sebuah model kebijakan publik yang berkualitas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Banjar sudah baik namun belum optimal, ini  ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar. Faktor pendukung optimalisasi implementasi kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar adalah adanya kebijakan penataan ruang (berbentuk peratudan daerah), frekuensi sosialiasasi kebijakan penataan ruang  yang relatif tinggi, adanya koordinasi yang baik  antara OPD yang berkaitan implementasi kebijakan penataan ruang. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar adalah berupa adanya  Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Langensari, Kawasan Rawan Sanitasi, dan dinamisasi Masyarakat dalam kelembagaan.

Strategi yang perlu dilakukan untuk meng-optimalkan Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar antara lain :  strategi pengembangan struktur birokasi, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia,  Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional, dan strategi  peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata, dengan demikian untuk terciptanya Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar, studi kasus di Kecamatan Langensari dapat dicapai dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah Kota Banjar beserta segenap masyarakat Kota Banjar  sehingga terbentuk kepuasan masyarakat dan  dapat memberikan berbagai manfaat.
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The main problem of Optimization Implementation of Spatial Planning Policy in Banjar (Case Study in District Langensari) is still the lack of supporting facilities agropolitan (market argo, terminal agro, and information centers agro) as contained in the vision of the Banjar as Banjar Agropolitan, besides still keep the issues, among others still their land conversion of agricultural land irrigated land to residents awoke and sanitation problems.
This study used a qualitative approach with descriptive analysis, by reason epistemologically qualitative approach is suitable and relevant to the characteristics of specific problems studied (ontology), the disclosure of meaning in depth on the reality of social phenomena, in this case the implementation of Spatial Planning Policy in the Proposed Rules Spatial Banjar expected to be able to uncover and provide accurate information so it helps the process of interpretation of the information and data obtained.
Through this process is also expected to appear proposition hypothetical new through the interpretation of the interaction between the attributes and propretise which is then used to build the category and give explanations to the phenomenon under study and through this design can be obtained a description of the phenomenon, the facts, the nature and the relationship of the phenomenon on the implementation of spatial planning policies, in order to obtain a model of quality public policy.
The results showed that: Implementation of spatial planning policies in Banjar has been good but not optimal, this is indicated by the issuance of Regional Regulation No. 9 of 2014 on Spatial Planning Banjar. Factors supporting the optimization of policy implementation of Spatial Planning in Banjar is their spatial planning policies (in the form of local regulations), frequency, information about spatial planning policies are relatively high, good coordination between the WTO relating to the implementation of spatial planning policies. While the factors inhibiting the implementation of spatial planning policy in Banjar is a form of the Land Transfer Function in District Langensari, Prone Region Sanitation, and dynamics in the institutional community. 

The strategy needs to be done to re-optimize the Implementation of spatial planning in Banjar, among others: the development strategy of the structure of bureaucracy, Strategy of Human Resources Development, Strategy consolidation service center activities that strengthen the activities of regional scale, and strategies to improve the quality and range of service facilities and infrastructure the city is unified and evenly, thus to create Optimization Implementation of Spatial Planning Policy in Banjar, a case study in District Langensari can be achieved by maximizing the resources owned by the city of Banjar and all the people of Banjar forming community satisfaction and can provide a variety of benefits.
